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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.9/Menlhk-II/2015 
TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN, PERLUASAN AREAL KERJA DAN 
PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 

DALAM HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU 
RESTORASI EKOSISTEM ATAU IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL 

HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (3) dan 
Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 
Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan 
Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan 
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 telah ditetapkan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-
II/2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Peluasan 
Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 
(IUPHHK) dalam Hutan Alam IUPHHK Restorasi 
Ekosistem atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri 
pada Hutan Produksi dan Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2014 tentang Tata 
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Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam 
pada Hutan Produksi; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari Menteri teknis yang 
memiliki kewenangan perizinan yang merupakan 
urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; 

c. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing dan 
perbaikan tata kelola kehutanan dan untuk 
mengurangi ekonomi biaya tinggi sebagaimana hasil 
kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, perlu mengatur 
kembali Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana 
dimaksud huruf a; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan 
Areal Kerja dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan 
Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, 
atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 
Tanaman Industri pada Hutan Produksi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
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Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5432); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 17); 

10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja 2014-2019; 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam 
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
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P.1/Menhut-II/2015 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1993); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, 
PERLUASAN AREAL KERJA DAN PERPANJANGAN IZIN 
USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU DALAM 
HUTAN ALAM, IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN 
KAYU RESTORASI EKOSISTEM, ATAU IZIN USAHA 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN 
INDUSTRI PADA HUTAN PRODUKSI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok 

memproduksi hasil hutan. 

2. Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan 
oleh Menteri sebagai areal pembangunan hutan tanaman. 

3. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan 
dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak 
lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. 

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang 
selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak 
Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi 
yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, 
pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran hasil hutan kayu. 

5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman 
Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang 
selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak 
Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan 
Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 
Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk 
membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh 
kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan 
produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. 

6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam 
hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha 
yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada 
hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat 
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dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan 
pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan 
termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, 
pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati 
(flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) 
pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai 
keseimbangan hayati dan ekosistemnya. 

7. Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang 
diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan 
Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam 
rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

8. Koordinat geografis adalah suatu besaran untuk menyatakan letak 
atau posisi bujur dan lintang dari suatu titik di lapangan secara relatif 
terhadap sistem referensi tertentu. 

9. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan adalah pungutan yang 
dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atas 
suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin 
tersebut diberikan. 

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau 
badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya 
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. 

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu. 

12. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

13. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat 
BKPM adalah badan yang mendapatkan pendelegasian kewenangan 
penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup 
dan kehutanan. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 

15. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang diserahi 
tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. 
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